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UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan 

hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan 

Pasal 25 tidak berlaku terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait 

untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk 

keperluan penyediaan informasi aktual;  

ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk 

kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk 

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang 

telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau 

produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku 

pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. 

 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i 

untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta 

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 

pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 

huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 
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|   1 SISTEM POLITIK INDONESIA 

pENDAHULUAN 
 

 

 

istem politik Indonesia telah menjadi pusat perhatian 

dalam kajian politik kontemporer di tingkat lokal maupun 

internasional. Sebagai negara demokratis terbesar di Asia 

Tenggara, Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dan 

dinamika politik yang unik yang telah membentuk sistem 

politiknya saat ini. Dengan populasi yang beragam, kekayaan 

budaya, dan tantangan serta peluang yang beragam, sistem politik 

Indonesia mencerminkan perjuangan bangsa ini dalam 

mengembangkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh 

tentang sistem politik Indonesia, mulai dari sejarah 

pembentukannya hingga dinamika politik saat ini. Kami akan 

menjelajahi struktur pemerintahan, peran partai politik, proses 

pemilihan umum, isu-isu politik yang sedang berlangsung, serta 

tantangan dan peluang yang dihadapi dalam memperkuat 

demokrasi dan pembangunan negara. Dengan memahami sistem 

politik Indonesia dengan baik, kita dapat mengenali faktor-faktor 

yang memengaruhi kestabilan politik, proses pembuatan 

kebijakan, dan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, 

pemahaman yang lebih dalam tentang sistem politik Indonesia 

juga akan membantu kita mengidentifikasi potensi perubahan 

positif serta mengatasi tantangan yang dihadapi dalam upaya 

memperkuat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

 

S 
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BAB I 

PENGANTAR SISTEM 

POLITIK INDONESIA 
 

 

 

 

A. DEFENISI SISTEM POLITIK 

Sistem politik adalah sebuah konsep yang mencakup 

struktur, proses, dan dinamika interaksi antara berbagai 

lembaga, aktor, dan elemen-elemen politik dalam suatu negara 

atau wilayah. Secara fundamental, sistem politik 

mencerminkan bagaimana kekuasaan dipertahankan, 

diorganisir, dan didistribusikan di dalam suatu entitas politik. 

Definisi sistem politik melampaui kerangka formal 

pemerintahan dan hukum, dan mencakup elemen-elemen 

yang lebih luas dari kehidupan politik (Roskin et al., 2008). 

Pertama, sistem politik mengacu pada struktur 

kelembagaan suatu negara, yang mencakup cabang eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. Struktur ini biasanya ditetapkan oleh 

konstitusi atau hukum dasar suatu negara dan menetapkan 

kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan antar lembaga 

tersebut. Misalnya, dalam sistem presidensial, kekuasaan 

eksekutif terpusat pada presiden, sementara dalam sistem 

parlementer, kekuasaan eksekutif tergantung pada dukungan 

mayoritas di parlemen. 

Kedua, sistem politik mencakup proses politik, 

termasuk pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan 

partisipasi politik. Proses politik ini adalah cara di mana 

kekuasaan dijalankan dan diimplementasikan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Pemilihan umum adalah mekanisme 

utama di mana warga negara memilih perwakilan mereka 

untuk mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif dan 

eksekutif. Pembuatan kebijakan melibatkan interaksi antara 

pemerintah, lembaga legislatif, dan aktor politik lainnya dalam 

menetapkan aturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan 

masyarakat (Goodin, 2011). 

Ketiga, sistem politik mencakup berbagai aktor politik 

yang berperan dalam proses politik. Aktor-aktor ini meliputi 

partai politik, kelompok kepentingan, media, dan masyarakat 

sipil. Partai politik adalah organisasi yang memainkan peran 

sentral dalam sistem politik, mengajukan kandidat untuk 

pemilihan umum dan berkontribusi pada pembuatan 

kebijakan. Kelompok kepentingan mewakili berbagai 

kepentingan dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang 

sesuai dengan agenda mereka. Media memainkan peran 

penting dalam menyampaikan informasi politik dan 

memfasilitasi debat publik, sementara masyarakat sipil dapat 

menjadi agen perubahan melalui aksi politik dan advokasi. 

Keempat, sistem politik mencerminkan nilai-nilai, 

norma, dan budaya politik suatu masyarakat. Nilai-nilai 

seperti demokrasi, keadilan, kebebasan, dan partisipasi politik 

membentuk dasar moral dan ideologis dari sistem politik. 

Budaya politik merujuk pada pola-pola perilaku politik, 

keyakinan, dan praktik yang mendefinisikan cara politik 

dijalankan dalam suatu masyarakat. 

Secara keseluruhan, sistem politik adalah kerangka 

yang kompleks yang mencerminkan dinamika kekuasaan, 

proses politik, aktor politik, dan nilai-nilai dalam suatu 

masyarakat. Memahami sistem politik suatu negara adalah 

langkah penting dalam menganalisis dan memahami dinamika 

politik yang memengaruhi kehidupan warga negara dan arah 

pembangunan suatu negara. 
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1. Tujuan Sistem Politik 

Tujuan sistem politik adalah menciptakan suatu 

kerangka kerja yang memungkinkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif, adil, dan responsif terhadap 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sistem politik 

bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, 

mengatasi konflik, dan memfasilitasi pembangunan 

ekonomi dan sosial. Salah satu tujuan pokoknya adalah 

memberikan mekanisme bagi warga negara untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik 

melalui pemilihan umum dan partisipasi dalam proses 

politik lainnya. Selain itu, sistem politik bertujuan untuk 

menjamin perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan warga negara. Ini termasuk hak-hak seperti 

kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. 

Melalui hukum dan regulasi, sistem politik harus 

memastikan keadilan dan kesetaraan di seluruh lapisan 

masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, 

gender, atau faktor lainnya (Kneuer & Milner, 2019). 

Sistem politik juga memiliki tujuan untuk 

menciptakan dan memelihara pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi, 

pertanggungjawaban pemerintah, dan penegakan hukum 

yang adil adalah aspek-aspek penting yang membantu 

mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Sistem politik yang efektif juga harus mampu 

menghasilkan kebijakan publik yang mendukung 

kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial, dan 

mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Di 

samping itu, sistem politik memiliki peran dalam menjaga 

hubungan baik dengan negara-negara lain melalui 

diplomasi dan kerja sama internasional. Kerja sama ini 

dapat mencakup perdagangan, keamanan, dan 

penanganan masalah-masalah global seperti perubahan 

iklim dan kesehatan global. 
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Secara umum, tujuan sistem politik adalah 

menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini 

melibatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

perlindungan hak-hak warga negara, partisipasi politik 

yang demokratis, dan integrasi yang baik dalam konteks 

global. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, sistem 

politik diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat serta menciptakan lingkungan 

yang kondusif untuk perkembangan positif dan harmoni 

di suatu negara. 

 

2. Sistem Politik di Indonesia 

Sistem politik di Indonesia didasarkan pada 

prinsip-prinsip dasar Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Indonesia menerapkan sistem politik 

presidensial, di mana Presiden adalah kepala negara dan 

kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan 

umum. Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga cabang: 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden, sebagai 

kepala eksekutif, memimpin kabinetnya untuk mengelola 

pemerintahan sehari-hari. Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) adalah lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat 

dan bertugas membuat undang-undang, mengawasi 

pemerintah, dan merepresentasikan kepentingan rakyat. 

Indonesia juga mengakui otonomi daerah, di mana 

provinsi dan kabupaten/kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur dan 

mengawasi urusan lokal. Sistem politik Indonesia juga 

melibatkan partai politik yang aktif dalam proses 

pemilihan dan pembentukan kebijakan.  
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Selain itu, Indonesia memiliki Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) yang bertanggung jawab mengorganisir 

pemilihan umum secara nasional. Meskipun tantangan 

seperti korupsi dan ketidaksetaraan masih menjadi fokus 

reformasi, sistem politik Indonesia terus mengalami 

evolusi dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-

prinsip demokrasi dan keadilan (Anggara, 2013). 

 

B. NEGARA DAN PEMERINTAHAN 

Negara dan pemerintahan merupakan dua pilar 

fundamental dalam suatu sistem politik yang bekerja sama 

untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat dan menjaga 

keberlangsungan suatu wilayah. Negara, sebagai entitas 

politik, memiliki ciri khas yang mencakup wilayah yang 

terdefinisi, penduduk, pemerintahan yang efektif, dan 

kemampuan untuk menjalankan hubungan internasional. Di 

Indonesia, konsep negara didasarkan pada Pancasila, falsafah 

dasar yang mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan 

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Labolo, 2023). 

Sementara itu, pemerintahan merupakan lembaga dan 

individu yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan 

pelaksanaan kebijakan negara. Pemerintahan Indonesia, yang 

dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan 

kepala pemerintahan, memiliki fungsi-fungsi utama seperti 

mengelola keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan 

keadilan melalui sistem yudikatif, serta merumuskan dan 

mengesahkan kebijakan-kebijakan yang mencakup berbagai 

aspek kehidupan masyarakat 

1. Fungsi-fungsi Utama Negara dan Pemerintahan 

 Fungsi-fungsi utama negara dan pemerintahan 

merupakan fondasi dari penyelenggaraan tata kelola 

suatu negara. Pertama-tama, negara dan pemerintahan 

memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola 

keamanan dan pertahanan negara. Ini mencakup 

pemeliharaan kedaulatan wilayah serta perlindungan 

terhadap warga negara dari ancaman baik dari dalam 



  

 
|   7 SISTEM POLITIK INDONESIA 

negeri maupun luar negeri. Fungsi ini memberikan dasar 

bagi eksistensi negara dan memastikan stabilitas yang 

diperlukan untuk perkembangan sosial dan ekonomi. 

Kedua, negara dan pemerintahan berperan dalam 

penyelenggaraan keadilan melalui sistem yudikatif. 

Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung bertugas 

menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan 

memberikan keadilan kepada warga negara. Fungsi ini 

mencerminkan prinsip dasar hukum yang adil dan 

menjadi landasan bagi pemeliharaan ketertiban sosial. 

Fungsi ketiga adalah pembentukan kebijakan. 

Pemerintahan, melalui lembaga legislatif seperti Dewan 

Perwakilan Rakyat, merumuskan dan mengesahkan 

kebijakan-kebijakan yang mencakup berbagai aspek 

kehidupan masyarakat. Keputusan dan kebijakan ini 

dapat mencakup isu-isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

dan lingkungan, yang semuanya berkontribusi pada 

pembangunan nasional. 

Pelayanan publik merupakan fungsi keempat 

yang penting. Pemerintahan memiliki tanggung jawab 

untuk menyelenggarakan layanan-layanan esensial 

seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemastian 

ketersediaan layanan publik yang baik mencerminkan 

peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga 

negara. 

Terakhir, negara dan pemerintahan terlibat dalam 

hubungan internasional. Diplomasi dan kerja sama 

internasional adalah bagian integral dari fungsi-fungsi 

negara modern. Melalui partisipasi dalam organisasi 

internasional, negara dan pemerintahan berupaya 

menjaga perdamaian, mempromosikan perdagangan, dan 

menanggapi tantangan-tantangan global bersama-sama. 

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, negara dan 

pemerintahan berperan sebagai arsitek utama dalam 
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membentuk dan memandu perkembangan masyarakat 

serta menjaga kepentingan dan kedaulatan negara. 

Pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi-fungsi 

ini esensial untuk menganalisis kinerja pemerintahan, 

mengevaluasi dampak kebijakan, dan memastikan 

terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan 

(Powell et al., 2015). 

 

2. Prinsip-prinsip Hukum dan Konstitusi 

Prinsip-prinsip hukum dan konstitusi memainkan 

peran sentral dalam membentuk landasan dasar dan 

memandu tata kelola suatu negara. Pertama-tama, prinsip 

supremasi hukum menjadi fondasi utama, menetapkan 

bahwa hukum berada di atas segala orang dan lembaga, 

termasuk pemerintah itu sendiri. Hal ini memastikan 

bahwa setiap tindakan, baik dari warga negara maupun 

pemerintah, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Kedua, prinsip pembagian kekuasaan atau trias 

politica menjadi landasan penting dalam konstitusi. Ini 

menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibagi 

antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah 

konsentrasi kekuasaan yang dapat mengarah pada 

penyalahgunaan. Pembagian ini bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan kekuasaan dan memberikan 

mekanisme pengawasan terhadap satu sama lain. 

Prinsip ketertiban konstitusional merupakan 

aspek lain yang krusial. Ini menunjukkan bahwa 

konstitusi harus memiliki urutan dan struktur yang jelas, 

mencakup norma-norma dasar yang mengatur tata kelola 

pemerintahan dan hak-hak warga negara. Prinsip ini 

memberikan dasar hukum yang konsisten untuk menjaga 

stabilitas dan keadilan di dalam suatu negara. Selain itu, 

prinsip perlindungan hak-hak individu menjadi bagian 

tak terpisahkan dari konstitusi modern. Ini mencakup 

hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, 
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kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak-

hak yang diakui dan dilindungi oleh negara. 

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah asas 

yang melibatkan penanganan yang adil dan sama 

terhadap semua warga negara tanpa memandang suku, 

agama, ras, atau gender. Ini mencerminkan komitmen 

untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. 

Terakhir, prinsip fleksibilitas konstitusi memungkinkan 

untuk adaptasi dan perubahan sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

Meskipun konstitusi bersifat dasar, prinsip fleksibilitas 

memungkinkan revisi dan perubahan yang sesuai dengan 

perkembangan norma dan nilai dalam masyarakat 

(Chemerinsky, 2006). 

 

C. SISTEM PRESIDENSIAL 

Sistem presidensial adalah bentuk sistem politik di 

mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh 

satu figur, yaitu presiden. Sistem ini berbeda dengan sistem 

parlementer di mana kepala negara dan kepala pemerintahan 

bisa berasal dari cabang eksekutif dan legislatif yang terpisah. 

Di bawah sistem presidensial, presiden terpilih melalui 

pemilihan umum dan memiliki kewenangan eksekutif yang 

besar. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut 

sistem presidensial (Octovina, 2018). 

Presiden dalam sistem presidensial tidak bergantung 

pada dukungan mayoritas dari legislatif untuk memegang 

jabatannya. Ini memberikan stabilitas keberlanjutan 

pemerintahan, tetapi juga dapat menyebabkan potensi konflik 

antara eksekutif dan legislatif jika keduanya berasal dari partai 

politik yang berbeda. Presiden memiliki hak veto terhadap 

Undang-Undang yang dihasilkan oleh legislatif, tetapi juga 
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terikat pada batasan konstitusional yang mengatur pembagian 

kekuasaan. 

Keuntungan sistem presidensial melibatkan 

kepemimpinan yang kuat dan stabilitas pemerintahan, karena 

presiden terpilih memiliki legitimasi langsung dari rakyat. 

Namun, kelemahan dapat timbul dalam bentuk 

ketidakcocokan antara eksekutif dan legislatif, yang dapat 

menghambat proses pengambilan keputusan dan reformasi. 

Oleh karena itu, sistem presidensial memerlukan koordinasi 

dan kerjasama yang baik antara kedua cabang pemerintahan 

untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia, sistem presidensial 

mewarnai dinamika politik negara ini sejak reformasi. 

Presiden Indonesia, sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat dan 

memimpin pemerintahan melalui kabinetnya. Meskipun 

tantangan dan dinamika politik selalu ada, sistem presidensial 

tetap menjadi aspek kunci dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Indonesia. 

1. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan 

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah 

dua peran penting dalam suatu sistem politik yang dapat 

diemban oleh satu individu atau dua individu yang 

berbeda, tergantung pada struktur pemerintahan suatu 

negara. Kepala Negara adalah simbol kedaulatan dan 

representasi tingkat tertinggi negara. Peran ini seringkali 

memiliki dimensi seremonial dan simbolis yang 

mencerminkan identitas nasional dan kestabilan lembaga 

negara. Kepala Negara dapat menjadi monarki, presiden, 

atau kepala pemerintahan lainnya, bergantung pada 

bentuk pemerintahan suatu negara. 

 

 

Di sisi lain, Kepala Pemerintahan memiliki 

tanggung jawab langsung dalam menjalankan 
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pemerintahan sehari-hari. Kepala Pemerintahan 

bertanggung jawab atas eksekusi kebijakan, pengelolaan 

administrasi pemerintahan, dan pembuatan keputusan 

yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan luar 

negeri. Peran ini sering diemban oleh presiden, perdana 

menteri, atau kepala pemerintahan lainnya, tergantung 

pada sistem politik dan konstitusi yang dianut oleh suatu 

negara. 

Dalam sistem presidensial, seperti yang dianut 

oleh Amerika Serikat, Presiden bertindak sebagai Kepala 

Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebaliknya, dalam 

sistem parlementer, seperti yang terlihat di Inggris, Ratu 

atau Raja berfungsi sebagai Kepala Negara, sementara 

perdana menteri memegang peran Kepala Pemerintahan. 

Perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala 

Pemerintahan penting untuk dipahami karena 

mencerminkan pembagian kekuasaan dan tanggung 

jawab dalam sistem politik suatu negara, serta konsep-

konsep yang melibatkan simbolisme dan tindakan nyata 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

 

2. Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme 

esensial dalam sistem demokrasi yang memungkinkan 

warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan 

perwakilan dan membentuk pemerintahan. Proses ini 

memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih 

pemimpin dan anggota legislatif sesuai dengan prinsip-

prinsip demokrasi. Pemilihan umum diadakan secara 

berkala, dan pesertanya melibatkan berbagai partai 

politik atau kandidat independen yang bersaing untuk 

mendapatkan dukungan rakyat. Hasil pemilu 

mencerminkan kehendak mayoritas, dan pemimpin yang 

terpilih diharapkan untuk mewakili dan 

mengimplementasikan aspirasi masyarakat. Pemilu 
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bukan hanya sarana menentukan pemenang, tetapi juga 

merupakan ekspresi nyata dari keterlibatan warga negara 

dalam mengelola nasib negara mereka. Partisipasi aktif 

dalam pemilihan umum adalah bentuk kontribusi yang 

mendasar dari masyarakat untuk menjaga kesehatan 

demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang 

representatif. 

 

D. ISU-ISU POLITIK KONTEMPORER DI INDONESIA 

Indonesia menghadapi sejumlah isu politik 

kontemporer yang kompleks dan beragam, mencerminkan 

dinamika masyarakat yang berkembang. Salah satu isu utama 

adalah tantangan dalam menjaga keberagaman dan harmoni 

sosial di tengah pluralitas etnis, agama, dan budaya. Isu ini 

muncul dalam bentuk konflik horizontal, seperti konflik 

agama, serta polarisasi politik yang dapat mengancam 

stabilitas dan kohesi nasional (Pratiwi & Arifin, 2019). 

Isu korupsi juga tetap menjadi perhatian serius di 

ranah politik Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai 

upaya untuk memberantas korupsi, namun tantangan untuk 

menciptakan sistem yang benar-benar bersih dan transparan 

masih ada. Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian 

negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Selain itu, isu 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial terus menjadi 

sorotan. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan, namun ketidaksetaraan dalam 

distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan dasar seperti 

pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah serius. Isu 

ini mencerminkan perlunya reformasi struktural untuk 

memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi benar-benar 

merata dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan 

masyarakat. 

Dalam konteks politik global, isu-isu seperti 

perubahan iklim dan krisis kemanusiaan juga memengaruhi 

Indonesia. Negara ini perlu merumuskan kebijakan yang 



  

 
|   13 SISTEM POLITIK INDONESIA 

adaptif dan proaktif dalam menghadapi tantangan-tantangan 

global tersebut, termasuk dampak ekonomi dan sosial yang 

diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Isu lain yang tidak kalah 

penting adalah perluasan demokrasi dan perlindungan hak 

asasi manusia. Upaya untuk memastikan kebebasan 

berekspresi, hak untuk berserikat, dan hak partisipasi politik 

harus terus diperjuangkan untuk memperkuat dasar 

demokrasi Indonesia. 

Sementara isu-isu politik kontemporer ini menantang, 

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengatasi 

mereka melalui kerjasama lintas sektor, penguatan lembaga-

lembaga demokratis, dan pendekatan inklusif yang melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi isu-isu ini, 

penting untuk mendorong dialog dan kolaborasi yang 

konstruktif untuk menciptakan solusi-solusi yang 

berkelanjutan demi kestabilan dan kemajuan negara. 
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BAB II 
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A. CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA 

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di 

kawasan Asia Tenggara, memiliki sistem pemerintahan yang 

berdasarkan pada prinsip negara kesatuan dan demokrasi. 

Sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia 

telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam 

struktur dan sistem pemerintahannya. Sebagai negara dengan 

jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan 

keanekaragaman budaya yang kaya, Indonesia dihadapkan 

pada tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas politik dan 

keamanan serta memastikan pemerataan pembangunan di 

seluruh wilayahnya. 

Salah satu ciri utama struktur pemerintahan Indonesia 

adalah sistem presidensialnya yang memisahkan kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden, sebagai kepala 

negara dan pemerintahan, memegang peran sentral dalam 

mengoordinasikan kebijakan nasional serta menjalankan 

fungsi eksekutif bersama kabinetnya (Hartati, 2020). 

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan 

legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang 

dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di sisi lain, Mahkamah 
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Konstitusi (MK) bertugas menjaga supremasi konstitusi dan 

menegakkan keadilan di tingkat Nasional. 

Struktur pemerintahan Indonesia juga mencakup unit-

unit pemerintahan daerah yang dikenal sebagai pemerintah 

provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah memiliki 

otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan di tingkat 

lokal sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Bisri & Asmoro, 2019). 

Hal ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal serta 

mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Selain itu, struktur pemerintahan Indonesia juga 

mencakup lembaga-lembaga khusus yang bertugas dalam 

bidang-bidang tertentu, seperti Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) yang mengawasi pengelolaan keuangan negara, dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas dalam 

memberantas korupsi di berbagai sektor. Keberadaan 

lembaga-lembaga ini menjadi bagian integral dalam upaya 

memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel. 

Dalam perkembangannya, struktur pemerintahan 

Indonesia terus mengalami reformasi untuk meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses reformasi ini 

tidak hanya melibatkan penyempurnaan regulasi dan 

kebijakan, tetapi juga transformasi budaya dan mindset dalam 

mengelola pemerintahan secara lebih efektif dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, 

pemahaman yang mendalam mengenai struktur 

pemerintahan Indonesia menjadi penting dalam upaya 

memahami dinamika politik dan pembangunan di negara ini. 

Masyarakat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. 
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B. BADAN EKSEKUTIF 

Badan eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden, 

yang merupakan kepala negara dan pemerintahan. Presiden 

memiliki peran dan fungsi yang diatur oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

serta Undang-Undang lainnya yang terkait. Berikut adalah 

penjelasan mengenai peran dan fungsi badan eksekutif 

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku: 

1. Kepala Pemerintahan 

Presiden adalah kepala pemerintahan Indonesia. 

Fungsi ini mencakup pengambilan keputusan strategis, 

pembuatan kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan 

kebijakan di semua sektor pemerintahan. 

2. Pelaksana Kekuasaan Eksekutif 

Presiden bertanggung jawab untuk menjalankan 

kekuasaan eksekutif, termasuk menjalankan kebijakan-

kebijakan pemerintah dan mengelola administrasi 

negara. 

3. Pemimpin Kabinet 

Presiden membentuk kabinet atau dewan menteri 

yang bertanggung jawab membantu dalam merumuskan 

kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi eksekutif 

di berbagai bidang. 

4. Kepala Negara 

Selain sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga 

merupakan kepala negara Indonesia. Fungsi ini mencakup 

perwakilan negara baik dalam negeri maupun di tingkat 

internasional. 

5. Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata 

Presiden memiliki wewenang sebagai komandan 

tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI), yang 

mencakup pengawasan dan pengendalian terhadap 

kekuatan militer negara. 

 

 

6. Pembentuk Kebijakan Luar Negeri 
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Presiden memiliki kewenangan dalam 

merumuskan kebijakan luar negeri, menjalin hubungan 

dengan negara lain, serta melakukan diplomasi untuk 

kepentingan nasional. 

7. Penandatanganan Undang-Undang 

Presiden memiliki wewenang untuk 

menandatangani undang-undang yang telah disahkan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menjadi sah 

dan berlaku. 

8. Pengambilan Keputusan Krisis 

Presiden bertanggung jawab untuk mengambil 

keputusan dalam situasi krisis atau darurat nasional, baik 

yang terkait dengan keamanan, bencana alam, maupun 

kesehatan masyarakat. 

 

Peran dan fungsi Presiden serta badan eksekutif secara 

umum diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 13 Undang-Undang 

Dasar 1945, sedangkan rincian tugas dan kewenangan lebih 

lanjut bisa diatur dalam Undang-Undang lainnya yang 

mengatur tentang pemerintahan dan administrasi negara. 

 

C. BADAN LEGISLATIF 

Badan legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), yang merupakan lembaga perwakilan rakyat 

yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan 

Undang-Undang dan pengawasan pemerintahan. Berikut 

adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi DPR 

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku: 

1. Perwakilan Rakyat 

DPR merupakan wakil dari rakyat Indonesia yang 

dipilih melalui pemilihan umum. DPR bertugas untuk 

mengartikulasikan aspirasi, kepentingan, dan hak-hak 

masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan negara 

(Suharjono, 2014). 
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2. Pembuat Undang-Undang 

DPR memiliki kewenangan utama dalam 

pembuatan Undang-Undang. Anggota DPR dapat 

mengajukan, membahas, dan menetapkan rancangan 

Undang-Undang (RUU) yang kemudian disahkan menjadi 

Undang-Undang setelah melalui proses persetujuan 

bersama dengan presiden. 

3. Pengawasan Pemerintahan 

Salah satu fungsi utama DPR adalah mengawasi 

pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, termasuk 

dalam hal penggunaan anggaran negara, kebijakan publik, 

dan kinerja lembaga eksekutif. 

4. Anggaran Negara 

DPR memiliki wewenang untuk menetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 

negara oleh pemerintah. 

5. Pengesahan Perjanjian Internasional 

DPR terlibat dalam proses pengesahan perjanjian 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelum 

perjanjian tersebut dapat berlaku, DPR harus 

memberikan persetujuan atau pengesahannya terlebih 

dahulu. 

6. Penganggaran 

DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau 

menolak rencana anggaran yang diajukan oleh 

pemerintah. Ini mencakup pembahasan dan persetujuan 

terhadap rencana keuangan pemerintah, termasuk 

anggaran belanja dan pendapatan negara. 

7. Pemberian Persetujuan 

Beberapa keputusan penting, seperti penunjukan 

pejabat tinggi negara, pengesahan peraturan pemerintah 

yang memiliki kekuatan Undang-Undang, dan penetapan 

keadaan bahaya, memerlukan persetujuan DPR. 
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D. BADAN YUDIKATIF 

Badan yudikatif di Indonesia diwakili oleh Mahkamah 

Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi, serta 

Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan dalam 

menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah 

penjelasan mengenai peran dan fungsi kedua lembaga 

tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku: 

1. Mahkamah Agung (MA) 

a. Lembaga Peradilan Tertinggi 

MA adalah lembaga peradilan tertinggi di 

Indonesia. Fungsi utamanya adalah memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara-perkara yang 

diajukan kepadanya sesuai dengan hukum yang 

berlaku (Arwana & Arifin, 2019).  

b. Pengawasan Peradilan 

MA bertugas melakukan pengawasan terhadap 

peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini 

termasuk memberikan pedoman hukum kepada 

pengadilan di tingkat lebih rendah serta meninjau 

keputusan-keputusan yang telah diambil oleh 

pengadilan tersebut. 

c. Penyelenggara Pendidikan Peradilan 

MA memiliki fungsi dalam menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan bagi para hakim serta calon 

hakim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan 

tugas peradilan. 

 

2. Mahkamah Konstitusi (MK) 

a. Penafsir Undang-Undang Dasar 

MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam menguji Undang-

Undang terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi. 

MK juga berwenang mengadili perselisihan tentang 

hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 
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serta hasil pemilihan umum legislative (Charity, 

2016). 

b. Pengujian Undang-Undang 

MK dapat menguji Undang-Undang terhadap 

UUD 1945 apabila terdapat dugaan bahwa Undang-

Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. 

Apabila MK memutuskan bahwa Undang-Undang 

tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, Undang-

Undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku. 

c. Perlindungan Hak Konstitusional 

MK bertugas melindungi hak-hak 

konstitusional warga negara. MK dapat memutuskan 

perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak 

konstitusional, seperti hak asasi manusia, kebebasan 

berserikat, dan hak warga negara lainnya. 

 

E. PEMERINTAH DAERAH 

Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari tiga 

tingkatan utama, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten, dan pemerintah kota. Setiap tingkatan 

pemerintahan daerah memiliki struktur dan fungsi yang 

berbeda, namun secara umum bertujuan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. 

Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dan fungsi 

pemerintahan daerah di Indonesia: 

1. Pemerintah Provinsi 

a. Gubernur 

Pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang 

gubernur yang merupakan kepala pemerintahan 

provinsi. Gubernur dipilih melalui pemilihan umum 

dan bertanggung jawab atas pengelolaan 

pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi. 

 

 

 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
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DPRD Provinsi merupakan lembaga legislatif 

tingkat provinsi yang anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum. DPRD Provinsi memiliki fungsi 

legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan 

pemerintah provinsi. 

c. Sekretariat Daerah (Setda) 

Setda merupakan lembaga yang mendukung 

Gubernur dalam menjalankan tugas administratif 

dan koordinasi di tingkat provinsi. 

d. Dinas-Dinas Provinsi 

Terdapat berbagai dinas yang bertugas dalam 

menyelenggarakan berbagai bidang pelayanan 

publik di tingkat provinsi, seperti pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. 

 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota 

a. Bupati/Wali Kota  

Pemerintah kabupaten atau kota dipimpin oleh 

seorang bupati atau wali kota yang merupakan 

kepala pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota. 

Bupati atau wali kota dipilih melalui pemilihan 

umum dan bertanggung jawab atas pengelolaan 

pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten/Kota 

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga 

legislatif tingkat kabupaten atau kota yang 

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD 

Kabupaten/Kota memiliki fungsi legislasi dan 

pengawasan terhadap kebijakan pemerintah 

kabupaten atau kota. 
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c. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota 

Setda Kabupaten/Kota mendukung bupati atau 

wali kota dalam menjalankan tugas administratif dan 

koordinasi di tingkat kabupaten atau kota. 

d. Dinas-Dinas Kabupaten/Kota 

Seperti pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten atau kota juga memiliki berbagai dinas 

yang bertugas dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik di tingkat kabupaten atau kota. 

 

Struktur dan fungsi pemerintahan daerah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Indonesia. 

 

F. OTONOMI DAERAH 

Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik lokal. Prinsip otonomi daerah 

menekankan pentingnya pemberian kekuasaan kepada 

daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses pembangunan serta mempercepat pengambilan 

keputusan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. 

1. Implementasi Otonomi Daerah 

Implementasi otonomi daerah dilakukan melalui 

beberapa langkah, antara lain: 

a. Pemberian Kewenangan 

Pemerintah pusat mentransfer sebagian 

kewenangan kepada pemerintah daerah dalam 

bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. Hal ini 

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan 
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yang mengatur pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. 

b. Pengaturan Keuangan Daerah 

Pemerintah daerah diberikan kewenangan 

untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, 

termasuk pengelolaan pendapatan, belanja, serta 

sumber daya keuangan lainnya. Otonomi keuangan 

ini memungkinkan pemerintah daerah untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan 

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat 

setempat. 

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Otonomi 

daerah juga melibatkan pengembangan sumber daya 

manusia di tingkat lokal, termasuk peningkatan 

kapasitas birokrasi daerah serta pemberdayaan 

masyarakat untuk turut serta dalam proses 

pembangunan. 

d. Peningkatan Pelayanan Publik 

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas 

kepada masyarakat di wilayahnya. Dengan memiliki 

otonomi, pemerintah daerah dapat merancang 

kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. 

e. Pemberdayaan Masyarakat 

Otonomi daerah mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. 

Melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti 

musyawarah desa/kelurahan, pengelolaan dana 

desa, dan forum-forum partisipatif lainnya, 

masyarakat dapat turut serta dalam menentukan 

arah pembangunan di wilayahnya. 
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2. Peran Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah 

Peran masyarakat dalam pemerintahan daerah 

sangat penting dalam mendukung terwujudnya prinsip 

otonomi daerah. Beberapa peran masyarakat dalam 

pemerintahan daerah antara lain: 

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

Masyarakat berperan dalam menyampaikan 

aspirasi, kebutuhan, dan masukan terkait kebijakan 

dan program pembangunan melalui berbagai 

mekanisme partisipasi seperti musyawarah 

desa/kelurahan, rapat-rapat umum, dan forum-

forum konsultasi publik. 

b. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah 

Masyarakat memiliki peran dalam melakukan 

pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, 

baik melalui mekanisme formal seperti DPRD 

maupun melalui kontrol sosial dari masyarakat 

secara langsung. 

c. Pelaksanaan Program Pembangunan 

Masyarakat juga turut serta dalam pelaksanaan 

program-program pembangunan di tingkat lokal, 

baik melalui partisipasi dalam kegiatan gotong 

royong maupun melalui penyediaan sumber daya 

lokal seperti lahan, tenaga kerja, dan lain-lain. 

d. Penyampaian Informasi dan Masukan 

Masyarakat memiliki peran dalam 

menyampaikan informasi dan masukan kepada 

pemerintah daerah terkait dengan berbagai masalah 

dan kebutuhan di wilayahnya. 
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BAB VII 

Tantangan dan 

Prospek Sistem 

Politik Indonesia 
 

 

 

 

A. SEJARAH DAN EVOLUSI SISTEM POLITIK INDONESIA 

1. Era Pra-Kemerdekaan 

Bagian ini mengeksplorasi kondisi politik Indonesia 

sebelum kemerdekaan, termasuk pengaruh kolonialisme 

Belanda dan peran gerakan nasionalis dalam membangun 

fondasi politik modern Indonesia. 

2. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Republik 

Fokus pada periode sekitar kemerdekaan pada 

tahun 1945, termasuk pembentukan pemerintahan awal, 

perumusan konstitusi pertama, dan tantangan yang 

dihadapi oleh negara baru dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

3. Era Orde Lama (1945-1966) 

Analisis tentang era kepemimpinan Presiden 

Soekarno, termasuk penerapan sistem Demokrasi 

Terpimpin, konfrontasi politik domestik, dan kebijakan 

luar negeri seperti non-blok dan konfrontasi dengan 

Malaysia. 

 

 

4. Era Orde Baru (1966-1998) 
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Penjelasan tentang masa pemerintahan Presiden 

Soeharto, yang ditandai dengan stabilisasi politik dan 

ekonomi, tetapi juga dengan pembatasan kebebasan 

politik, praktik korupsi, dan penindasan terhadap oposisi. 

5. Era Reformasi (1988-Sekarang) 

Diskusi tentang transisi ke demokrasi pasca 

jatuhnya Soeharto, termasuk reformasi politik, 

liberalisasi partai politik, pemilihan umum yang lebih 

bebas dan adil, serta tantangan-tantangan baru seperti 

korupsi, integrasi nasional, dan isu-isu hak asasi manusia. 

6. Pengaruh Peristiwa Historis terhadap Politik 

Kontemporer 

Evaluasi tentang bagaimana peristiwa historis 

tersebut membentuk sistem politik Indonesia saar ini, 

termasuk dampaknya terhadap politik, ekonomi, dan 

masyarakat. Dalam sebuah bab yang membahas 

“Pengaruh Peristiwa Historis terhadap Politik 

Kontemporer” di Indonesia, evaluasi mendalam akan 

dilakukan terkait bagaimana peristiwa historis telah 

membentuk dan terus mempengaruhi sistem politik, 

ekonomi, dan sosial di Indonesia saat ini. Kolonisme 

Belanda di Indonesia membentuk struktur pemerintahan 

dan administratif yang masih terlihat pengaruhnya hingga 

saat ini. Sistem hukum, administrasi publik, dan bahkan 

pembagian wilayah administratif di Indonesia banyak 

mengadopsi model yang diperkenalkan selama periode 

kolonial. 

Gerakan kemerdekaan Indonesia, yang dipelopori 

oleh tokoh-tokoh nasionalis, meletakkan dasar bagi 

politik nasionalis dan patrotisme di Indonesia. Nilai-nilai 

ini tetap menjadi komponen penting dalam politik 

Indonesia kontemporer. Masa-masa awal kemerdekaan, 

termasuk konflik internal dan perebutan kekuasaan, telah 

membentuk praktek politik Indonesia saat ini termasuk 

dampak revolusi sosial, pergolakan politik, dan 
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perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan 

(Ricklefs, 2008). 

7. Analisis Kritis terhadap Sistem Politik Saat ini 

Refleksi tentang kekuatan dan kelemahan sistem 

politik Indonesia saat ini, berdasarkan pengalaman 

historisnya. Sejak era reformasi, Indonesia telah 

mengalami perkembangan signifikan dalam 

demokratisasi termasuk pelaksanaan pemilihan umum 

yang lebih bebas dan adil, peningkatan partisipasi publik 

dalam politik, serta perbaikan dalam kebebasan pers dan 

ekspresi. Pembahasan tentang bagaimana lembaga-

lembaga demokratis, seperti parlemen dan sistem 

peradilan, telah berkembang sejak era reformasi. Analisis 

ini akan mencakup evaluasi independensi dan efektivitas 

lembaga-lembaga ini dalam menjalankan fungsi. 

 

B. STRUKTUR DAN KERANGKA KONSTITUSIONAL 

Struktur dan kerangka konstitusional Indonesia akan 

memberikan gambaran tentang struktur pemerintahan negara 

tersebut dan bagaimana konstitusi mempengaruhi tata kelola 

negara. Berikut beberapa poin utama, diantaranya: 

1. Konstitusi Indonesia 

Pembahasan tentang Konstitusi Republik 

Indonesia, termasuk sejarahnya, perubahannya sejak 

kemerdekaan, dan prinsip-prinsip utama yang diatur di 

dalamnya mencakup penjelasan tentang pembukaan UUD 

1945 dan amandemen yang terjadi pasca era reformasi 

(Feith, 2007b). 

2. Struktur Pemerintahan 

Penjelasan tentang tiga cabang pemerintahan di 

Indonesia yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Bagaimana cabang-cabang ini diatur dan beroperasi 

sesuai dengan konstitusi. 

 

 

3. Lembaga Eksekutif 
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Uraian tentang struktur dan fungsi lembaga 

eksekutif, termasuk peran Presiden sebagai kepala negara 

dan kepala pemerintahan, serta peran kabinet dan 

lembaga eksekutif lainnya. 

4. Lembaga Legislatif 

Analisis tentang fungsi dan struktur DPR (Dewan 

Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan 

Daerah), serta proses pembuatan undang-undang dan 

pengawasan legislatif. 

5. Lembaga Yudikatif 

Diskusi tentang sistem peradilan di Indonesia, 

termasuk struktur pengadilan, independensi kehakiman, 

dan peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. 

6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Penjelasan tentang bagaimana desentralisasi diatur 

dalam konstitusi dan praktiknya dalam pemerintahan 

daerah, termasuk hubungan antara pemerintahan pusat 

dan pemerintah daerah. 

7. Hak Asasi Manusia dan Konstitusi 

Diskusi tentang bagaimana konstitusi Indonesia 

melindungi hak asasi manusia dan peran lembaga seperti 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

8. Kritik dan Evaluasi 

Analisis kritis terhadap kerangka konstitusional 

Indonesia saat ini termasuk tantangan dan isu 

kontemporer yang dihadapi dalam praktik 

konstitusionalisme Indonesia. 

 

C. DINAMIKA POLITIK DALAM NEGERI 

Dinamika politik dalam negeri Indonesia mencakup 

aspek-aspek seperti partai-partai politik, pemilihan umum, 

dan dinamika kekuatan politik internal termasuk peran politik 

dan regional. Pada tabel di bawah menyoroti bagaimana 

berbagai elemen seperti partai politik, pemilihan umum, dan 
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politik lokal atau regional berinteraksi dalam konteks politik 

nasional. 

Tabel 1. Aspek Dinamika Politik 

Aspek 
Dinamika 

Politik 
Deskripsi Contoh/Kasus 

Partai-Partai 
Politik 

Partai politik di 
Indonesia memiliki 
peran penting dalam 
sistem demokrasi. 
Menentukan 
kebijakan, 
mencalonkan 
kandidat, dan 
berpartisipasi dalam 
kampanye pemilu. 

Misalnya PDIP, 
Golkar, dan Gerindra 
adalah beberapa 
partai politik besar di 
Indonesia. 

Sistem 
Pemilihan 
Umum 

Pemilihan umum di 
Indonesia terdiri dari 
pemilihan presiden, 
legislatif, dan daerah. 
Pemilu berlangsung 
secara berkala dan 
merupakan 
manifestasi 
demokrasi. 

Pemilihan umum 
Presiden 2019, di 
mana Joko Widodo 
terpilih untuk periode 
kedua. 

Koalisi Politik Pembentukan koalisi 
sering terjadi di 
politik Indonesia, baik 
di tingkat nasional 
maupun daerah. 
Koalisi ini penting 
untuk membentuk 
pemerintahan atau 
mengamankan 
dukungan legislatif. 

Koalisi pendukung 
pemerintahan 
Jokowi-Ma’ruf Amin 
melibatkan beberapa 
partai politik. 

Politik Lokal 
dan Regional 

Politik lokal dan 
regional di Indonesia 
memainkan peran 
penting dalam 
membentuk 
kebijakan dan politik 
nasional, seringkali 
mencerminkan 

Dinamika politik di 
daerah seperti Papua 
atau Aceh, yang 
memiliki keunikan 
sejarah dan politik. 
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kepentingan dan isu 
spesifik daerah. 

Isu-isu 
Kontemporer 

Isu-isu seperti 
korupsi, keadilan 
sosial, dan 
pembangunan 
infrastruktur sering 
menjadi pusat 
perhatian dalam 
politik Indonesia. 

Kasus korupsi yang 
melibatkan pejabat 
tinggi atau isu tentang 
infrastruktur dan 
pembangunan 
ekonomi. 

 

D. ISU-ISU KONTEMPORER DALAM POLITIK INDONESIA 

Dalam bab yang berfokus pada isu-isu kontemporer 

dalam politik indonesia, beberapa tantangan dan masalah 

penting yang dihadapi oleh sistem politik Indonesia saat ini 

akan dieksplorasi secara mendalam. Analisis tentang 

prevalensi korupsi dalam politik Indonesia, termasuk 

dampaknya terhadap pemerintahan dan kebijakan publik. 

Penjelasan tentang upaya pemberantasan korupsi oleh 

lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 

tantangan yang dihadapi dalam melawan korupsi (Aspinall, 

2010). Diskusi tentang bagaimana nepotisme dan koneksi 

politik mempengaruhi pengambilan keputusan dan 

pemerintahan termasuk bagaimana praktik-praktik ini 

menghambat meritokrasi dan efisiensi dalam pemerintahan. 

Evaluasi status kebebasan pers di Indonesia, termasuk 

tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh jurnalis dan media. 

Diskusi tentang peran media dalam demokrasi dan bagaimana 

kebebasan pers mempengaruhi transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah. Analisis tentang situasi hak asasi 

manusia di Indonesia termasuk isu-isu seperti kebebasan 

berbicara, hak-hak minoritas, dan penegakan hukum. Diskusi 

tentang bagaimana pemerintah dan organisasi internasional 

menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Ulasan tentang 

kebijakan publik utama di Indonesia termasuk pendidikan, 

kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Analisis tentang 
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bagaimana kebijakan ini mempengaruhi masyarakat dan 

tantangan dalam implementasinya.  

Diskusi tentang bagaimana isu identitas etnis, agama, 

dan regional mempengaruhi politik Indonesia termasuk 

bagaimana polarisasi dapat mempengaruhi pemilihan umum 

dan kebijakan publik. Evaluasi tentang bagaimana globalisasi 

dan hubungan internasional termasuk perdagangan, 

diplomasi, dan konflik mempengaruhi politik domestik 

Indonesia. Diskusi tentang bagaimana organisasi masyarakat 

sipil dan aktivis berkontribusi terhadap perubahan sosial dan 

politik di Indonesia serta tantangan yang dihadapi. 

 

E. Prospek dan Arah Masa Depan Sistem Politik Indonesia 

Dalam bab ini akan ada fokus pada prediksi dan 

harapan untuk masa depan politik Indonesia, melihat potensi 

reformasi, peran generasi muda, dan posisi Indonesia dalam 

panggung politik global. Beberapa topik penting yang akan 

dibahas yakni: 

1. Reformasi Politik 

Analisis tentang potensi reformasi politik yang 

terjadi di Indonesia termasuk perubahan dalam sistem 

pemilihan umum, penguatan lembaga demokrasi, dan 

upaya untuk memerangi korupsi dan meningkatkan 

transparansi. 

2. Peran Generasi Muda 

Diskusi tentang bagaimana generasi muda di 

Indonesia, yang semakin terlibat dalam politik, dapat 

membentuk masa depan politik negara tersebut termasuk 

peran media sosial, aktivisme, dan pendidikan politik. 

3. Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik 

Proyeksi tentang bagaimana perkembangan 

ekonomi akan mempengaruhi politik Indonesia, termasuk 

isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, pekerjaan, dan 

pembangunan infrastruktur. 

4. Tantangan Lingkungan dan Kebijakan Iklim 
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Analisis tentang bagaimana isu lingkungan dan 

perubahan iklim dapat mempengaruhi kebijakan politik 

di Indonesia termasuk keberlanjutan, konservasi, dan 

pengaruhnya terhadap sektor-sektor ekonomi. 

5. Dinamika Politik Regional dan Global 

Pembahasan tentang bagaimana Indonesia dapat 

memposisikan dirinya dalam politik regional dan global, 

termasuk hubungan dengan negara-negara ASEAN, China, 

dan Amerika Serikat. 

6. Isu-isu Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial 

Proyeksi tentang bagaimana isu hak asasi manusia 

dan keadilan sosial akan terus mempengaruhi politik 

dalam negeri, termasuk kebijakan terhadap kelompok 

minoritas dan kebijakan anti diskriminasi. 

7. Teknologi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan 

Diskusi tentang peran teknologi dan inovasi dalam 

mengubah tata kelola pemerintahan termasuk e-

governance dan partisipasi digital dalam proses politik. 

8. Pengaruh Pandemi COVID-19 

Refleksi tentang bagaimana pandemi COVID-19 

mempengaruhi politik Indonesia termasuk dampaknya 

terhadap ekonomi, kesehatan publik, dan kebijakan 

sosial. 

 

F. STABILITAS POLITIK 

Stabilitas politik merupakan faktor kunci dalam 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara, 

termasuk Indonesia. Stabilitas ini tidak hanya penting untuk 

menarik dan mempertahankan investasi, tetapi juga vital 

dalam mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi 

yang berkelanjutan. Menghadapi perubahan pemerintahan 

melalui proses demokratis yang transparan dan damai 

merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas 

politik. Transisi yang lancar dan teratur menunjukkan 

kematangan sistem demoktasi dan meningkatkan 
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kepercayaan investor. Mengelola perselisihan politik dan 

ketegangan sosial dengan cara yang damai dan konstruktif 

adalah kunci untuk mencegah ketidakstabilan. Hal ini 

mencakup dialog antar partai politik dan antara pemerintah 

dengan kelompok-kelompok masyarakat. 

Kebijakan ekonomi yang stabil dan konsisten, yang 

tidak terlalu berubah-ubah dengan perubahan pemerintahan 

dapat menjamin kepercayaan investor. Konsistensi ini 

membantu menciptakan lingkungan bisnis yang dapat 

diprediksi. Institusi yang kuat dan bebas dari pengaruh politik 

serta korupsi memastikan bahwa kebijakan dan tindakan 

pemerintah bertujuan untuk kepentingan umum bukan 

kepentingan politik jangka pendek. Menanggapi isu-isu sosial 

dan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, dan 

pengangguran dengan cara yang efektif dapat mencegah 

ketidakpuasan sosial yang bisa mengarah pada 

ketidakstabilan politik. 

Upaya untuk mengatasi radikalisme dan ekstremisme 

yang dapat mengancam keamanan nasional dan stabilitas 

politik merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas. 

Pendidikan politik bagi masyarakat termasuk pemahaman 

tentang demokrasi dan pentingnya partisipasi politik yang 

damai berperan penting dalam mempertahankan stabilitas. 

Memelihara hubungan internasional yang baik dan stabil, baik 

dengan negara tetangga maupun kekuatan global juga penting 

untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas politik 

di Indonesia terutama dalam konteks sejarahnya yang 

kompleks dan keanekaragaman sosial budayanya, 

memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, 

mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. 

Stabilitas ini tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi, 

tetapi juga bagi pembangunan sosial dan demokrasi di 

Indonesia. 
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G. Demokratisasi dan Konsolidasi Demokrasi 

Demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia 

telah mencapai kemajuan yang signifikan sejak era reformasi 

pada akhir tahun 1990-an. Namun, proses ini tetap 

menghadapi sejumlah tantangan dalam memperkuat lembaga 

demokratis dan menjamin pemilihan yang adil dan bebas. 

Beberapa aspek penting dalam konteks demokratisasi dan 

konsolidasi demokrasi di Indonesia, antara lain: 

1. Penguatan Lembaga Demokratis 

Salah satu tantangan utama adalah memperkuat 

lembaga-lembaga demokratis termasuk DPR (Dewan 

Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), 

dan sistem peradilan. Penting untuk memastikan bahwa 

lembaga-lembaga ini bekerja secara efektif, transparan, 

dan bebas dari pengaruh politik dan korupsi. 

2. Proses Pemilihan yang Adil dan Bebas 

Meskipun pemilihan umum di Indonesia umumnya 

dianggap telah berjalan dengan lebih demokratis, masih 

ada tantangan dalam hal pemantauan pemilu, 

penanganan dugaan kecurangan, dan menyediakan akses 

yang setara bagi semua partai politik. 

3. Partisipasi Politik yang Luas 

Mendorong partisipasi politik yang lebih luas dari 

semua lapisan masyarakat adalah kunci untuk demokrasi 

yang sehat termasuk upaya untuk meningkatkan 

kesadaran politik dan partisipasi pemilih, khususnya di 

kalangan pemuda dan kelompok minoritas. 

4. Kebebasan Pers dan Ekspresi 

Kebebasan pers dan ekspresi adalah pilar penting 

dari demokrasi. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan, 

masih ada isu terkait pembatasan terhadap kebebasan 

pers dan ekspresi, terutama dalam konteks kritik 

terhadap pemerintah (Mietzner, 2010). 
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5. Pemberantasan Korupsi 

Korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam 

politik Indonesia. Upaya untuk memerangi korupsi, 

termasuk penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK, 

adalah kunci untuk memperkuat demokrasi. 

 

Konsolidasi demokrasi di Indonesia memerlukan 

pendekatan multifaset yang tidak hanya fokus pada aspek 

elektoral, tetapi juga pada penguatan lembaga, penegakan 

hukum, dan pembangunan budaya demokratis di kalangan 

masyarakat. 
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kEsimpulan 
 

entingnya pemahaman yang mendalam tentang 

kompleksitas sistem politik Indonesia, tantangan-tantangan 

yang dihadapi, serta peluang-peluang yang dapat 

dimanfaatkan dalam upaya memperkuat demokrasi dan 

pembangunan. Buku ini telah membahas beragam aspek sistem 

politik Indonesia, mulai dari struktur pemerintahan, peran partai 

politik, dinamika otonomi daerah, hingga tantangan dan peluang 

yang dihadapi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

sistem politik Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan 

sejak reformasi tahun 1998, dengan pergeseran menuju demokrasi 

yang lebih terbuka dan inklusif. Namun, dalam prosesnya, 

Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti 

korupsi, konflik kepentingan, dan ketimpangan pembangunan 

antar daerah. Tantangan-tantangan ini menekankan perlunya 

reformasi lebih lanjut dalam tata kelola politik dan pemerintahan 

di Indonesia, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi masyarakat. 

Buku ini juga mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk memperkuat sistem politik Indonesia, seperti 

pemberdayaan masyarakat lokal, inovasi kebijakan, dan 

pengembangan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan peluang-

peluang ini, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai 

pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, buku ini 

menyoroti pentingnya terus menerus mengkaji dan memahami 

dinamika sistem politik Indonesia, serta melakukan reformasi yang 

diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi 

dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Hanya dengan 

upaya bersama dari berbagai pihak, Indonesia dapat mencapai 

sistem politik yang lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing dalam 

konteks global. 

P 
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